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RINCIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

NO 
JENIS 

PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN 

DASAR HUKUM PERSYARATAN 

PROSEDUR 
LAMA 

PROSES 
BIAYA KETERANGAN SICANTIK OSS 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

6. SEKTOR PENDAPATAN PAJAK DAERAH 

1. Izin 
Penyelenggaraan 
Reklame. 

1. Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 
2009 tentang 

Pajak Daerah 
dan Retribusi 

Daerah; 
2. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 
Pemerintahan 

Daerah 
sebagaimana 

telah diubah 
beberapa kali 

terakhir dengan 
Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 

2015 tentang 
Perubahan 

Kedua  atas 
Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 
Pemerintahan 

Derah (Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, 
Tambahan 

Lembaran Negara 
Republik 

Persyaratan 
Pemenuhan 
Komitmen: 

1. Nomor Induk 
Berusaha (NIB);  

2. Fotokopi 
NPWPD; 

3. Jenis Reklame 
(gambar dan 
ukuran reklame); 

dan 
4. Melampirkan 

Izin Reklame 
tahun 

sebelumnya bagi 
perpanjangan; 
a. untuk 

perpanjangan 
tidak perlu 

rekomendasi 
dari Instansi 

Teknis (yang 
tidak 
menggunakan 

fasilitas 
umum); dan 

b. melampirkan 
fotokopi polis 

asuransi. 
5. PBG Reklame 

yang 

Pembuatan Izin: 
1. Pemohon 

menyampaikan 

syarat permohonan 
izin; 

2. FO/BO melakukan 
evaluasi atas 

Notifikasi 
permohonan yang 
masuk; 

3. FO/BO melakukan 
validasi 

KSWP/KSWPD dan 
kepesertaan BPJS 

(kesehatan dan 
ketenagakerjaan); 

4. Jika persyaratan 

tidak lengkap FO 
akan 

memberitahukan 
kepada pemohon 

melalui email; dan 
5. Jika lengkap FO 

akan Mengeluarkan 

tanda terima 
permohonan. 

 
Proses Rekomendasi 

Teknis: 
1. Tim Teknis 

mendownload 

Proses NIB 1 (satu) 
hari 
kerja 

 
 

 
 

 
 
 

3 (tiga) 
hari 

kerja 
 

 
 
 

1 hari 
kerja 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3 (tiga)  
hari 
kerja 

Sesuai 
Peraturan 
Daerah 

Nomor 1 
Tahun 

2011  
 

1. NIB 
2. Izin 

Penyelenggar

aan Reklame 
yang efektif 

 
Masa berlaku 

selama 1 
(satu) Tahun. 

1 hari kerja 
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Indonesia Nomor 

5679); 
3. Peraturan 

Daerah 
Kabupaten Kubu 

Raya Nomor 1 
Tahun 2011 
tentang Pajak 

Daerah 
sebagaimana 

telah diubah 
beberapa kali 

terakhir dengan 
Peraturan 
Daerah 

Kabupaten Kubu 
Raya Nomor 2 

Tahun 2016; dan 
4. Peraturan Bupati 

Kubu Raya 
Nomor  44    
Tahun   2011  

tentang Petunjuk 
Pelaksanaan 

Peraturan 
Daerah Nomor 1 

Tahun 2011 
tentang Pajak 
Daerah 

sebagaimana 
telah diubah 

dengan 
Peraturan Bupati 

Kubu Raya 
Nomor 4 Tahun 
2016. 

 

berkonstruksi.  

 
 

 

persyaratan; 

2. Tim Teknis DPMPTSP 
bersama Tim Teknis 

melakukan survei 
lapangan (jika 

diperlukan) untuk 
validasi permohonan; 

3. Tim Teknis membuat 

rekomendasi Teknis 
dalam bentuk Berita 

Acara; dan 
4. Tim teknis 

memasukkan data 
melalui aplikasi. 

 

Notifikasi Perizinan:  
1. FO/BO menerima 

dan memeriksa 
kelengkapan 

dokumen 
rekomendasi Teknis 
dalam bentuk Berita 

Acara; 
2. BO menyetujui atau 

menolak berdasarkan 
rekomendasi Teknis 

dalam bentuk Berita 
Acara; 

3. Jika rekomendasi 

ditolak, BO membuat 
surat penolakan ke 

Pemohon, dan 
disampaikan melalui 

email serta 
mengajukan 
penghapusan ke Tim 

IT DPMPTSP; 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3 (tiga) 
hari 

kerja 

1 hari kerja 
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4. Jika rekomendasi 

diterima, Kasi 
melakukan verifikasi; 

5. Kabid melakukan 
penetapan/ 

penolakan izin; 
6. BO mencetak izin 

atau membuat surat 

penolakan; 
7. Kepala DPMPTSP 

menyetujui atau 
penolakan izin dan 

menyampaikan 
dokumen ke FO 
Informasi melalui 

email; dan 
FO Informasi 

menyampaikan 
dokumen izin ke 

Pemohon melalui 
email. 

 

1 hari kerja 


